
 

 

Penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa telah membawa 

perubahan signifikan dalam struktur 

pemerintahan di Indonesia. Desa kini tidak 

hanya ditempatkan sebagai objek 

pembangunan, melainkan telah berubah 

menjadi subjek dengan otoritas penuh untuk 

mengatur tata kelola dan keuangannya 

secara mandiri. Melalui Alokasi Dana Desa 

(ADD) yang disalurkan oleh pemerintah 

pusat, diharapkan dapat memberikan 

dampak positif bagi peningkatan 

kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik 

yang lebih baik, serta pemerataan 

pembangunan di wilayah pedesaan. 

Namun, pengelolaan keuangan 

dalam jumlah besar oleh pemerintah desa 

juga menghadirkan tantangan tersendiri, 

terutama terkait dengan aspek transparansi 

dan akuntabilitas. Tanpa adanya sistem 

pengawasan yang memadai dan tata kelola 

yang efektif, dana desa rawan mengalami 

penyalahgunaan, korupsi, atau kesalahan 

dalam memyalurkan manfaat dari program 

yang telah ditetapkan. Di sinilah 

pentingnya penerapan prinsip Good 

Governance (GG). Prinsip-prinsip GG 

meliputi transparansi, akuntabilitas, 

partisipasi, dan responsivitas, yang 

menjadi pondasi utama untuk memastikan 

bahwa setiap rupiah yang dialokasikan 

memberikan dampak positif langsung bagi 

masyarakat. 

Desa Moain, yang terletak di 

Kepulauan Moa, Kabupaten Maluku Barat 

Daya, menghadapi sejumlah tantangan 

kompleks, termasuk aksesibilitas geografis 

yang terbatas dan minimnya ketersediaan 

informasi. Hambatan ini diperparah oleh 

terbatasnya kapasitas sumber daya 

manusia (SDM) di tingkat aparatur desa 

serta rendahnya pemahaman masyarakat 

mengenai mekanisme pengawasan 

keuangan. Berdasarkan hasil observasi 

awal serta kegiatan pengabdian 

masyarakat yang telah dilakukan, muncul 

kebutuhan mendesak untuk mengevaluasi 

seberapa jauh prinsip-prinsip tata kelola 
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pemerintahan yang baik telah diterapkan 

dalam praktik pengelolaan keuangan desa. 

Hal ini mencakup proses perencanaan 

hingga tahap pertanggungjawaban di Desa 

Moain.  

Penelitian ini bertujuan untuk 

mengukur hubungan antara penerapan 

prinsip-prinsip Good Governance dengan 

efektivitas pengelolaan dana desa di Desa 

Moain. Hasil dari penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan rekomendasi strategis 

guna mendukung penguatan tata kelola 

pemerintahan desa, khususnya di wilayah 

kepulauan seperti Desa Moain. 

 

Good Governance dalam Pemerintahan 

Desa 

Good Governance (tata kelola yang 

baik) merupakan kunci utama efektivitas 

pengelolaan Dana Desa, yang mencakup 

prinsip transparansi, akuntabilitas, 

partisipasi, serta responsivitas untuk 

memastikan dana tersebut tepat sasaran dan 

berdaya guna. Pentingnya Good 

Governance dalam Pemerintah merupakan 

serangkaian proses yang diterapkan di 

organisasi publik dengan tujuan 

menentukan dan mengimplementasikan 

keputusan secara efektif. Penerapan prinsip-

prinsip ini menjadi sangat penting dalam 

pemerintahan desa mengingat desa memiliki 

otonomi untuk mengelola anggaran yang 

cukup besar. Dengan adanya tata kelola 

yang baik, para aparatur desa dapat 

menjalankan tugas mereka sesuai dengan 

kepentingan masyarakat dan hukum yang 

berlaku.  

Berdasarkan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang 

Pengelolaan Keuangan Desa, prinsip-

prinsip utama yang harus diterapkan 

meliputi (1) transparansi yaitu prinsip yang 

memastikan bahwa masyarakat memiliki 

akses luas terhadap informasi terkait 

keuangan desa. Transparansi mencakup 

publikasi dokumen-dokumen seperti 

APBDes, laporan realisasi, hingga informasi 

proyek melalui media yang mudah diakses 

oleh warga, termasuk baliho di lokasi 

proyek. (2) Akuntabilitas, dalam prinsip ini 

pemerintah desa wajib 

mempertanggungjawabkan pengelolaan 

sumber daya dan pelaksanaan kebijakan 

yang telah ditetapkan kepada publik. 

Tujuannya adalah mencapai hasil yang 

sesuai dengan perencanaan dan keinginan 

masyarakat. (3) Partisipasi, prinsip ini 

melibatkan masyarakat dalam setiap tahap 

pengambilan keputusan adalah aspek 

penting dari Good Governance. Partisipasi 

masyarakat dilakukan melalui forum 

seperti Musyawarah Desa yang mencakup 

tahapan perencanaan hingga pengawasan 

jalannya program pembangunan. (4) 

Responsivitas dalam pengelolaan Dana 

Desa adalah kemampuan dan kecepatan 

pemerintah desa dalam menanggapi 

kebutuhan, aspirasi, serta keluhan nyata 

masyarakat. Prinsip ini memastikan 

anggaran tidak hanya terserap, tetapi 

benar-benar menyelesaikan masalah 

mendesak di lapangan. 

 

Pengelolaan Dana Desa Dana Desa  

Pengelolaan dana desa merupakan 

alokasi dana dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara (APBN) yang 

disalurkan melalui Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten 

atau kota, khusus untuk pembangunan 

desa. Sesuai regulasi, siklus pengelolaan 

dana desa meliputi beberapa tahapan yaitu: 

1. Perencanaan yakni menyusun RKP 

Desa dan APBDes sebagai dasar 

pengeluaran anggaran desa. 

2. Pelaksanaan yakni mengelola 

penerimaan dan pengeluaran dana 

berdasarkan pos anggaran yang 

telah ditentukan. 

3. Penatausahaan yakni mencatat 

setiap transaksi keuangan dalam 

buku kas umum untuk 

mendokumentasikan jalannya 

anggaran. 

4. Pelaporan dan 

Pertanggungjawaban yakni 

melaporkan realisasi penggunaan 

dana kepada pihak yang berwenang 

seperti bupati atau wali kota serta 

kepada masyarakat setempat.  
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Efektivitas Pengelolaan Dana Desa  

Efektivitas merupakan indikator 

keberhasilan suatu organisasi dalam 

mencapai tujuannya secara optimal. Dalam 

konteks dana desa, efektivitas pengelolaan 

diukur berdasarkan beberapa aspek penting: 

1. Ketepatan Sasaran: menilai sejauh mana 

dana desa dialokasikan untuk program-

program prioritas yang sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat, seperti 

pembangunan infrastruktur serta 

kegiatan pemberdayaan masyarakat. 

2. Kemanfaatan: mengukur dampak nyata 

dari hasil pembangunan terhadap 

peningkatan kualitas hidup warga desa, 

baik secara sosial maupun ekonomi. 

3. Kepatuhan: mengevaluasi kesesuaian 

pelaksanaan program dengan regulasi 

yang berlaku, seperti UU Desa serta 

berbagai peraturan menteri terkait 

pengelolaan dana desa. 

 

METODE 

 Penelitian ini dilaksanakan di Desa 

Moain, Kecamatan Pulau Moa, Kabupaten 

Maluku Barat Daya. Pemilihan lokasi 

penelitian didasarkan pada karakteristik khas 

wilayah kepulauan, yang menghadirkan 

tantangan aksesibilitas terhadap kebijakan dan 

regulasi yang berasal dari pemerintah pusat. 

Penelitian ini melibatkan beberapa subjek 

utama yang dianggap relevan, yaitu: (1) 

Aparatur Pemerintah Desa, termasuk Kepala 

Desa, Sekretaris Desa, dan Bendahara Desa, 

yang bertindak sebagai pengelola anggaran 

desa. (2) Badan Permusyawaratan Desa 

(BPD), yang berperan sebagai entitas 

pengawas dalam pengelolaan dana desa. (3) 

Perwakilan masyarakat desa yang secara 

langsung berperan sebagai kelompok 

penerima manfaat dari hasil pengelolaan 

tersebut. 

Proses pengumpulan data dalam 

penelitian ini dilakukan melalui tiga teknik 

utama berikut: 

1. Observasi: Melibatkan pengamatan 

langsung terhadap pelaksanaan proses 

administrasi desa serta kondisi fisik 

hasil pembangunan sebagai output 

pengelolaan dana desa. 

2. Diskusi Terarah (Focus Group 

Discussion atau FGD): Mengadakan 

dialog interaktif dengan para 

perangkat desa untuk 

mengidentifikasi kendala teknis 

terkait implementasi prinsip 

transparansi dan akuntabilitas. 

3. Dokumentasi: Melakukan 

penelaahan terhadap dokumen-

dokumen kunci seperti laporan 

keuangan desa, dokumen Rencana 

Kerja Pembangunan Desa 

(RKPDes), dan dokumen Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa 

(APBDes). 

Data yang diperoleh dianalisis 

menggunakan pendekatan model Miles dan 

Huberman, yang mencakup tiga tahapan 

utama:  

1. Reduksi Data: Proses ini melibatkan 

seleksi dan penyederhanaan data 

penting yang diperoleh dari 

observasi lapangan dan hasil diskusi 

kelompok terarah untuk 

memfokuskan pada data yang 

relevan dengan tujuan penelitian. 

2. Penyajian Data: Penyusunan 

informasi secara sistematis dalam 

bentuk teks naratif, matriks, atau 

grafik untuk menggambarkan 

penerapan indikator Good 

Governance (GG), yakni 

transparansi, akuntabilitas, 

partisipasi, dan responsivitas 

masyarakat dalam pengelolaan dana 

desa.  

3. Penarikan Kesimpulan: Tahap akhir 

ini bertujuan merumuskan hasil 

temuan penelitian berdasarkan 

analisis data, khususnya terkait 

tingkat efektivitas pelaksanaan 

pengelolaan dana desa di lokasi 

penelitian 

. 

HASIL  

  Penelitian mengungkapkan bahwa 

Pemerintah Desa Moain telah berupaya 

menerapkan prinsip-prinsip Good 
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Governance dalam tata kelola dana desa, 

meskipun masih terdapat tantangan yang 

signifikan. Dari perspektif transparansi, 

langkah awal telah diambil dengan 

menyampaikan laporan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Desa (APBDes) secara terbuka. 

Dalam hal akuntabilitas, baik dari aspek 

manajerial maupun hukum, telah terjadi 

perbaikan yang mencerminkan keselarasan 

antara pelaporan administratif dan realisasi 

fisik di lapangan. Dari sisi partisipasi, 

keterlibatan masyarakat melalui forum 

Musyawarah Desa  secara umum cukup aktif, 

terutama dalam pengambilan keputusan 

terkait prioritas pembangunan. Serta dari sisi 

responsivitas pemerintah desa juga bisa 

dilihat dari kesediaan mereka untuk 

melakukan adaptasi administratif. Ketika ada 

perubahan regulasi, seperti perubahan ke 

Permendagri No. 20 Tahun 2018, pemerintah 

desa menunjukkan sikap yang terbuka untuk 

menerima bantuan dan sosialisasi. Ini 

membantu mereka memperbaiki kelemahan 

dalam membuat laporan keuangan. 

 

PEMBAHASAN 

  Desa Moain terletak di Kecamatan 

Pulau Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya. 

Desa ini memiliki potensi besar di sektor 

agrowisata dan sumber daya alam seperti 

pertanian, peternakan, serta perikanan. 

Namun, desa ini juga menghadapi tantangan 

dalam mengelola dana desa yang cukup 

signifikan, terutama karena terbatasnya akses 

informasi akibat kendala geografis. Saat ini, 

pemerintah desa fokus pada upaya 

menyelaraskan pembangunan fisik dengan 

tata kelola administrasi yang sesuai dengan 

regulasi terbaru, terutama mengacu pada 

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.  

  Penerapan prinsip berdasarkan hasil 

analisis di Desa Moain menunjukkan 

beberapa perkembangan sebagai berikut: 

1. Transparansi; Pemerintah Desa Moain 

telah berupaya meningkatkan keterbukaan 

informasi, meskipun hasilnya masih 

memerlukan optimalisasi lebih lanjut. 

Informasi terkait APBDes mulai 

disampaikan kepada masyarakat, namun 

distribusi dan aksesibilitas informasi 

tersebut masih perlu diperluas melalui 

media yang lebih efektif agar seluruh 

lapisan masyarakat dapat menerima 

informasi secara merata dan mencegah 

terjadinya asimetri informasi. 

2. Akuntabilitas; Kesadaran aparatur desa 

tentang pentingnya akuntabilitas 

semakin meningkat. Hal ini tercermin 

dari adanya upaya mencocokkan laporan 

realisasi kegiatan dengan bukti fisik di 

lapangan. Pemerintah desa mulai 

memahami bahwa setiap pengelolaan 

dana harus dapat 

dipertanggungjawabkan secara 

administratif, hukum, dan kepada 

masyarakat melalui forum resmi. 

3. Partisipasi; Partisipasi masyarakat dalam 

Musyawarah Desa di Desa Moain 

tergolong tinggi, dengan warga aktif 

mengusulkan prioritas program 

pembangunan. Namun demikian, 

keterlibatan masyarakat masih 

cenderung terbatas pada tahap awal 

perencanaan, partisipasi di tahap 

pengawasan pelaksanaan proyek perlu 

didorong lebih lanjut untuk memastikan 

dana desa digunakan secara efektif dan 

transparan. 

4. Responsivitas; Pemerintah Desa Moain 

sangat responsif dalam merencanakan 

pembangunan desa. Mereka 

mengadakan Musyawarah Desa yang 

tidak hanya sekedar formalitas, tetapi 

juga menjadi kesempatan bagi warga 

untuk mengusulkan program yang sesuai 

dengan potensi desa. Misalnya, mereka 

mengalokasikan dana desa untuk 

mengembangkan agrowisata dan 

memperkuat infrastruktur pertanian, 

karena sebagian besar penduduk desa 

bekerja di sektor pertanian. Ini 

menunjukkan bahwa perangkat desa 

dapat menyerap usulan dari warga dan 

membuat kebijakan anggaran yang 

sesuai dengan kebutuhan desa. 

5. Efektivitas pengelolaan dana desa di 

Desa Moain mulai mengalami 

peningkatan setelah adanya program 

edukasi dan pendampingan.  
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  Beberapa indikator perbaikan yang 

dapat dicatat antara lain: 

a. Ketepatan Sasaran; Program 

pembangunan mulai diarahkan untuk 

memberdayakan potensi lokal desa, 

seperti pembangunan sarana dan 

prasarana pendukung sektor agrowisata. 

b. Kepatuhan Regulasi; Aparatur desa secara 

bertahap memahami teknis penyusunan 

laporan pertanggungjawaban sesuai 

dengan standar akuntansi pemerintahan 

desa meskipun masih memerlukan 

bimbingan berkelanjutan untuk 

peningkatan kompetensi. 

  Meskipun menunjukkan progres 

positif, penelitian ini berhasil 

mengidentifikasi beberapa kendala yang 

menghambat penerapan Good Governance 

secara optimal di Desa Moain yaitu Kapasitas 

SDM yang mana masih terbatasnya 

pemahaman teknis aparatur desa terkait 

penggunaan aplikasi keuangan serta kesulitan 

dalam mengikuti dinamika regulasi yang 

kerap berubah-ubah.  

  Kemudian masalah administratif yang 

mana belum maksimalnya pengelolaan 

Pendapatan Asli Desa (PADes) akibat belum 

rampungnya Peraturan Desa (Perdes) yang 

menjadi payung hukum untuk pengelolaan 

tersebut. 

 

SIMPULAN  

 Secara keseluruhan, penelitian ini 

menunjukkan bahwa penerapan prinsip Good 

Governance (GG) di Desa Moain sudah 

efektif. Prinsip-prinsip seperti transparansi, 

akuntabilitas, partisipasi, dan responsivitas 

berhasil meningkatkan kualitas pengelolaan 

dana desa. Partisipasi dan responsivitas 

masyarakat Desa Moain sangat baik. 

Pemerintah desa mampu menyerap aspirasi 

masyarakat melalui Musyawarah Desa 

(Musdes). Mereka juga mampu 

mengalokasikan anggaran untuk potensi lokal 

seperti agrowisata, meskipun Desa Moain 

memiliki tantangan geografis yang besar. 

Peningkatan akuntabilitas juga terlihat setelah 

adanya kegiatan sosialisasi. 

Namun, masih ada beberapa 

hambatan. Keterbatasan kapasitas sumber 

daya manusia (SDM) dalam penguasaan 

teknologi informasi keuangan masih 

menjadi masalah. Selain itu, payung hukum 

untuk Pendapatan Asli Desa juga belum 

optimal. Keberlanjutan tata kelola yang baik 

di Desa Moain sangat bergantung pada 

pendampingan teknis yang konsisten. 

Dengan pendampingan ini, Desa Moain 

dapat mengatasi kendala aksesibilitas dan 

digitalisasi di wilayah kepulauan Kabupaten 

Maluku Barat Daya. 
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